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P U T U S A N

Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Mpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx,  umur  30  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan  ibu

rumah tangga, tempat kediaman di Desa Aman Jaya,

RT 001 RW. 002, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten

Ogan  Komering  Ulu  Timur,  telah  memberi  kuasa

kepada  Rudi  Aprianto,  S.H.  Advokat  dan  Konsultan

Hukum  pada  Kantor  Hukum  Rudi  Aprianto,S.H  dan

Rekan  yang  beralamat  di  Blok  O,  Dusun  Wanarata,

Kecamatan  Lunuk  Raja,  Kabupaten  OKU  Timur

tertanggal  14  Februari  2022  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Martapura  dengan

Nomor  Register  38/SK/2022/PA.Mpr  tertanggal  14

Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxx,  umur  28  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

wiraswasta, tempat kediaman di Desa Aman Jaya, RT

001  RW.  002,  Kecamatan  Buay  Madang,  Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa

alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022

telah  mengajukan  gugatan  Cerai  Gugat  yang  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor

69/Pdt.G/2022/PA.Mpr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah

pada tanggal 10 September 2016, di Desa Aman Jaya, Kecamatan Buay

Madang,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Timur,  sebagaimana  tertera

dalam Kutipan Buku Nikah Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering

Ulu Timur, tertanggal 10 September 2016;  

2. Bahwa,  setelah  akad  nikah  Penggugat  dengan  Tergugat

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Aman Jaya, RT

001 RW. 002, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur, sampai dengan berpisah pada bulan Juni 2021;  

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

telah  berhubungan  sebagaimana  layaknya  suami  isteri  dan  belum

dikaruniai anak;  

4. Bahwa,  pada  mulanya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat

dengan  Tergugat  rukun  dan  harmonis  selama  kurang  lebih  5  (lima)

tahun 5 (lima) bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  yang  disebabkan  antara  lain,  Sudah  tidak  ada

kecocokan antara  Penggugat  dan Tergugat,  Tergugat  jarang memberi

nafkah lahir batin kepada Tegugat, Tergugat sering pergi jauh dari rumah

dikarenakan  pekerjaan,  Tergugat  meninggalkan  hutang  tanpa

bertanggung jawab;  

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada awal

bulan  Juni  2021.  Pada  saat  itu  Tergugat  dan  Penggugat  bertengkar

masalah  hutang  Tergugat,  dimana  Tergugat  tidak  mau  bertanggung

jawab  akan  hutangnya  sehingga  terjadi  pertengkaran  hebat  antara
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Penggugat  dan  Tergugat,  dan  berakhir  Penggugat  pergi  dari  rumah

tanpa pamit;  

6. Bahwa,  akibat  permasalahan  tersebut  Penggugat  dengan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di

rumah orang  tua  Penggugat  di  Desa  Aman  Jaya,  RT 001  RW.  002,

Kecamatan  Buay  Madang,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Timur,

sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Rumah Kakak Tergugat di Desa

Aman Jaya,  RT 001 RW. 002,  Kecamatan Buay Madang,  Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur, hingga sekarang telah berjalan kurang lebih

selama 6 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat

dengan  Tergugat  sudah  tidak  saling  perdulikan  lagi  sebagaimana

layaknya suami istri;  

7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha

untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk

hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi

tidak berhasil;  

8. Bahwa,  selama  ini  Penggugat  telah  berusaha  untuk  bersabar

dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah,

namun  keadaan  tersebut  tidak  pernah  menjadi  baik  dan  sekarang

Penggugat  tidak  sanggup  lagi  untuk  membina  rumah  tangga  dengan

Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;  

9. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun

dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan

Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan

terwujud  oleh  karena  itu  Penggugat  telah  berketetapan  hati  untuk

bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;  

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura  cq.  Majelis  Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;  
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2. Menjatuhkan talak satu  bain sughro Tergugat (xxxxxx) terhadap

Penggugat (xxxxxx);  

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di

persidangan  dan  Tergugat  hanya  hadir  di  sidang  pertama  dan  mediasi,

sedangkan hari-hari sidang selanjutnya Tergugat tidak lagi hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat di persidangan namun tidak berhasil; 

Bahwa, Ketua  Majelis  telah  memerintahkan  Penggugat  dan  Tergugat

untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama M.

Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H. tanggal 03 Februari 2022, ternyata mediasi tidak

berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat

didengar karena Tergugat tidak lagi pernah datang ke persidangan;

Bahwa, untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan  alat  bukti  surat,  berupa  Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA

Kecamatan  Buay  Madang,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Timur,  Nomor

xxxxxx Tanggal 10 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi  meterai

cukup,  telah  dicap pos  dan  telah  dicocokkan  dengan aslinya  yang  ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di  Desa Aman Jaya RT 02 RW 02 Kecamatan

Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,  di  bawah sumpah,

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa,  saksi  memiliki  hubungan  dengan  Penggugat  sebagai  Ayah

Kandung Penggugat; 
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- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa,  saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  pada

tanggal  10  September  2016  di  KUA  Kecamatan  Buay  Madang,

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 

- Bahwa,  saksi  mengetahui  antara  Penggugat  dan  Tergugat  belum

dikaruniai anak;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis,  akan tetapi  kurang lebih

sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi  sering terjadi  pertengkaran;  

- Bahwa, saksi  sering melihat  dan mendengar pertengkaran Penggugat

dan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  disebabkan  karena  Tergugat

banyak hutang, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

berpisah  sejak  bulan  Juni  tahun  2021  sampai  dengan  sekarang  dan

sudah tidak bersatu lagi; 

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

2. xxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta,

bertempat  tinggal  di  Desa  Aman  Jaya  RT 02  RW 02  Kecamatan  Buay

Madang  kabupaten  Ogan  Komering  ulu  timur,  di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Penggugat; 

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

Desa Aman Jaya sampai berpisah; 

- Bahwa,  Saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat  belum  dikaruniai

anak; 

- Bahwa,  Saksi  ketahui  bahwa rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat

pada mulanya telah  hidup rukun,  tetapi  sejak  7 (tujuh)  bulan  terakhir
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rumah  tangga  mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan permasalahannya karena Tergugat

banyak hutang; 

- Bahwa, saksi pernah 2 (dua) kali  mendengar Penggugat dan Tergugat

bertengkar di dalam rumah tempat kediaman Penggugat; 

- Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal  sejak  7

(tujuh) bulan yang lalu; 

- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat audah tidak pernah

lagi berkomunikasi; 

- Bahwa,  saksi  serta  pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

berusaha  memberikan  nasihat  kepada  Penggugat  dan  Tergugat  agar

jangan bercerai, namun tidak berhasil; 

Bahwa, Penggugat  menerima  dan  membenarkan  keterangan  saksi-

saksi;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan

mohon putusan;

Bahwa, terhadap uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang

tercantum dalam berita  acara  persidangan  perkara  ini  sebagai  bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  terlebih  dahulu,  Majelis  Hakim  perlu

mempertimbangkan  keabsahan  surat  kuasa  khusus  yang  dibuat  Penggugat

serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini; 

Menimbang,  bahwa  Surat  Kuasa  Khusus  Penggugat  tanggal  14

Februari  2022 yang  juga  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Martapura dengan Nomor Register 38/SK/2022/PA.Mpr tertanggal 14 Februari

2022 ternyata telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi

unsur  kekhususan,  dimana  secara  jelas  menunjuk  perkara  Cerai  Gugat  di

Pengadilan  Agama  Martapura  dengan  memuat  materi  telaah  yang  menjadi
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batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas

para pihak berperkara dan telah mencantumkan  tanggal  serta  tanda tangan

pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta

telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat,

bahwa  Surat  Kuasa  Khusus  dimaksud  dapat  dinyatakan  sah  karena  telah

sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal

23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6  Tahun 1994  tanggal 14 Oktober  1994

dan  ketentuan  Pasal  32  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang

Advokat karenanya  penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai

kedudukan  dan  kapasitas  sebagai  subjek  hukum  yang  berhak  melakukan

tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara  a

quo;

Menimbang,  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dilakukan

upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

(4)  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini  perkara perceraian,  maka

pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

ketentuan Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  7  tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai

Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertangkaran  disebabkan  antara  lain,  sudah  tidak  ada  kecocokan  antara

Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang memberi nafkah lahir batin kepada

Tegugat,  Tergugat  sering  pergi  jauh  dari  rumah  dikarenakan  pekerjaan,

Tergugat meninggalkan hutang tanpa bertanggung jawab, pertengkaran antara

Penggugat  dengan  Tergugat  semakin  memuncak  dan  menjadi  tajam  yang
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terjadi  pada  awal  bulan  Juni  2021.  Pada  saat  itu  Tergugat  dan  Penggugat

bertengkar masalah hutang Tergugat, dimana Tergugat tidak mau bertanggung

jawab akan hutangnya sehingga terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat

dan Tergugat, dan berakhir Penggugat pergi dari rumah tanpa pamit akibatnya

sejak 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula

sudah  tidak  ada  komunikasi  apalagi  menjalankan  kewajiban  sebagaimana

layaknya suami-istri;

Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil-dalil  Penggugat  di  atas,  jawaban

Tergugat tidak dapat didengar dikarenakan Tergugat tidak pernah lagi datang ke

persidangan dan tidak pula mengirim kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, bermeterai cukup,

telah  dicap  pos  (nazegelen) dan  sesuai  dengan  aslinya,  maka  bukti  surat

tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa

Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 September 2010,

relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah

memenuhi  syarat  materil,  maka  bukti  P  sebagai  akta  otentik  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P  terbukti  bahwa  Penggugat

dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 September

2016 di KUA Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

sebagai  suami  istri  yang  sah,  maka  Penggugat  sebagai  persona  standi  in

judicio memiliki  legal standing  sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  saksi  Penggugat,  adalah  keluarga  atau

orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal  134 Kompilasi  Hukum

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;
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Menimbang,  bahwa  keterangan  2  (dua)  saksi  Penggugat  mengenai

hubungan  Penggugat  dan  Tergugat  serta  mengenai  keadaan  rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat,  adalah  fakta  yang  pernah  dilihat  dan  didengar

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh

karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana telah  diatur  dalam Pasal  308 RBg sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa keterangan 2 (dua)  saksi  Penggugat  bersesuaian

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang

saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg; 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah

diberi  kesempatan  dikarenakan  Tergugat  tidak  pernah  datang  lagi  ke

persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan

di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum

dikaruniai anak;

 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan

perselisihan terus-menerus;

 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal; 

 Bahwa, selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  kejadian  tersebut  di  atas

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah

demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya

sudah  nampak  yaitu  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  mampu

berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami

istri,  sebab perbuatan Tergugat  yang sering mengancam Penggugat dengan

benda tajam, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah
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perceraian,  sebab  apabila  dibiarkan  berlarut-larut  tidak  mustahil  akan

memunculkan  kemadlaratan yang  lebih  besar  terhadap  rumah  tangga  dan

keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta

dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak

akan pernah  menjadi  kenyataan,  bahkan kehidupan rumah tangga itu  akan

menjadi  belenggu  bagi  kedua  belah  pihak,  keadaan  itu  pula  menunjukkan

ikatan bathin  mereka terkoyak,  dan tidak  ada harapan untuk  rukun kembali

sebagai suami istri;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  benar-

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

yang  demikian  tidak  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  perkawinan

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam  yang  terkandung  dalam Kitab  Fikih  Sunah  Juz  II  halaman  290  yang

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku

selalu  mendapat  perlakuan  yang  menyakitkan  dari  suaminya  sehingga  hal

tersebut  dapat  menghalangi  keberlasungan  hubungan  suami  istri  antara

mereka berdua”;

Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  perkara  a  quo,  sesuai  dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret

1997 mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa “suami istri yang tidak berdiam

serumah  lagi,  dan  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi,  maka  rumah

tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Tanggal  19  Januari  1999  Nomor  44K/AG/1998  mengabstraksikan  kaidah

hukum,  “Bahwa  bilamana  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  suami  sitri

telah terbukti  dalam pemeriksaan di  Pengadilan Agama dan di  dukung oleh

fakta tidak berhasilnya Majelis  Hakim merukunkan kembali  para pihak yang

bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1

Tahun  1974.  Secara  yuridis  gugatan  Penggugat  yang  mohon  perceraian

dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang,  bahwa fakta  hukum tersebut  telah  juga memenuhi  salah

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo. Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  dan  Penggugat  belum  pernah  dijatuhi  talak,  maka  petitum  gugatan

Penggugat  agar  Pengadilan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra Tergugat

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

patut dikabulkan; 

Menimbang  bahwa  talak  satu  ba’in  sughra merupakan  talak  yang

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

dari talak satu  ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu  ba'in sughro Tergugat (xxxxxx) terhadap

Penggugat (xxxxxx)

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya

perkara ini sejumlah Rp. 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu

rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Martapura pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  13  Rajab  1443  Hijriah  oleh  Ari  Ferdinansyah,  S.H  sebagai

Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan Arif Mahfuz, S.Sy, masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang  terbuka  untuk  umum oleh  Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim

Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Sari  Mayadinanty,  S.H.I.  sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

TTD

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Ketua Majelis

TTD

Ari Ferdinansyah, S.H

Hakim Anggota II

TTD

Arif Mahfuz, S.Sy

Panitera Pengganti

TTD
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Sari Mayadinanty, S.H.I.

Rincian biaya:

-  Pendaftaran:  Rp 30.000,00

-  Proses:  Rp 50.000,00

-  Panggilan:  Rp 1.050.000,00

-  PNBP Pgl 1:  Rp 20.000,00

-  Redaksi:  Rp 10.000,00

-  Meterai:               Rp            10.000,00  

J u m l a h:  Rp 1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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